DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdurrahman, Muslan, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. UMM Press,
Malang, 2009.

Al Quran dan Terjemahannya, 1989, CV. Toha Putra, Semarang.

Abidin Farid AZ, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita,
Jakarta.

Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan
Penerapannya), PT. Tiara Wacana, Yogya.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
Ali Imron HS, 2009, Pertanggung Jawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan
Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia, Walisongo

Press,Semarang.

Andi Hamzah, 2008, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar
Grafika, Jakarta.

, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta.

, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

: Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

, dan Irdan Dahlan, 1984, Perbandingan KUHAP HIR dan
Komentar,  Ghalia Indonesia, Jakarta.

, dan RM Surachman, 2015, Pre-Trial Justice Discretionary Justice
Dalam KUHAP Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Awaludin Marwan, 2013, Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi & Pertarungan Tafsir
terhadap FilsafatHukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.



Azwar, Saifuddin. Penyusunan Skala Psikologi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief (1), 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta.

, (1), 2010, Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius
Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana)
Di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

, (111), 2011, Reformasi Sistem Peradilan, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang.

, (1V), 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

(), 2010, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.

, (VI), 2010, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar
Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.

.~ (VI), 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
Pengembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP, Kencana Prenada Media,
Jakarta.

, (VII), 2010, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana

Indonesia, Badan
Penerbit UNDIP, Semarang.

, (IX), 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta.

, (X), 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang.

, (XI), 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya

Bakti, Bandung.

, (XI), 2011, Pornografi Pornoaksi Dan Cybersex-
Cyberporn, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.




, (XII), 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Badan
Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang.

, (X1V), 2010, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali,

Jakarta.

, (XV), 2006, Tindak Pidana Mayantara, Rajagrafindo

Persada, Jakarta.

Bernard L.Tanya et al., 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang
dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.

, 2015, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Genta Publishing,
Yogyakarta.

Bismar Siregar, 1983, Berbagai- Segi Hukum Dan Perkembangannya Dalam
Masyarakat, Alumni, Bandung.

Bonger, 1970, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen,
Pembangunan, Jakarta.

Bleicher Josep, dalam Nafisul Atho’ dan Arif Fahrudin, 2003, Hermeneutika
Transendental, IRCiSoD, Yogyakarta.

Charles Sampford, 1989, The Disorder of Law — A Critique of Legal Theory, Basil
Blackwell, New York, USA.

Carl Joachim Friedrich, 2010, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Terjemahan
Raisul Muttagien, Nusa Media, Bandung.

Dedi Supriyadi, 2010, Pengantar Filsafat Islam, (Lanjutan) Teori dan Praktik,
Pustaka Setia, Bandung.

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative
Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok.

Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi,
dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang
lImu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Pustaka Setia, Bandung, 2002.



Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta.

Erna Dewi dan Firganefi, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Graha limu,
Yogyakarta.

E. Sumaryono, 1995, Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat, Kanisius, Yogyakarta.
Eva Achjani Zulfa, 2016, Demi Keadilan, Pustaka Kemang, Jakarta.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Jakarta

Farouk Muhammad, 2016, Demi Keadilan, Pustaka Kemang, Jakarta.

Friedrich Carl Joachim, 2010, Filsafat' Hukum Perspektif Historis, Terjemahan
Raisul Muttagien, Nusamedia, Yogyakarta.

Friedmann W, 1953, Legal Theory, Steven & Sons Limited, London.

Fu’ad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli, 2012, Cara Mudah Belajar Filsafat
(Barat dan Islam), IRCiSoD, Jogjakarta

Gerald R. Ferrera, 2004, Cyber LLaw Text and Cases, South-Western, USA.

Gerald Turkel, 1999, Law and Society Critical Approaches, Allyn and Bacon,
Boston*London*Toronto*Sydney*Tokyo*Singapore.

G. Widiartana, 2011, lde Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan
Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana, Disertasi,
Program Doktor limu Hukum UNDIP, Semarang.

Hamdan, 2014, Alasan Penghapus Pidana, Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen, 2010, Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Muttagien, Nusa
Media, Bandung.

Hariwijaya. M, dan Bisri M. Djaelani, 2011, Panduan Menyusun Skripsi & Tesis,
Siklus, Yogyakarta.

Hartt. HLA, 2010, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Terjemahan
M. Khozim, Nusa Media, Bandung.



Heri Novian, 2014, Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembuhunan
Dengan Cara Mediasi Penal, Skripsi, UNISSULA Semarang.

H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis Dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ifdhal Kasim, 2000, Wacana Gerakan Hukum Kiritis, Insist presss, Yogyakarta.

| Made Widnyana, 2013, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum
Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta.

| Ketut Sudira, 2016, Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga, UlI
Press, Yogyakarta.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2010, Dasar-Dasar Politik Hukum,
Rajagrafindo, Jakarta.

J. Chambliss, William & Robert B.Seidman, Law, Order and Power, Reading, Mass,
Addison-Wesley, 1971.

Jerold S. Auerbach, 1983, Justice Without Law?, Oxford University Press, New
York.

Joel Arthur Barker, 1999, Paradigma, Terjemahan Moh. Anwar, Interaksara, Batam.
John Rawls, 1971, A Theory of Justice, Harvard University Press, Combridge, USA.

Josep Bleeicher, dalam Nafisul Atho’ dan Arif Fahrudin, 2003, Hermeneutika
Transendental, IRCiSoD, Yogyakarta.

Koesoemahatmadja, Etty Utju R. Hukum Korporasi, Penegakan Hukum Terhadap
pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power. Ghalia
Indonesia, Bogor, 2011.

Lugman, Loebby, Delik-delik Politik. Ind-Hill CO, Jakarta, 1990.
Lamintang. PAF, 1984, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dengan

Pembahasan Secara Yuridis Dan IlImu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar
Baru, Bandung.



Luhut M.P. Pangaribuan, 2006, Hukum Acara Pidana Surat - Surat Resmi di
Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori
Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Djambatan, Jakarta.

et all, 2016, Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana Dan

Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Kemang, Jakarta.

Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In
Court System & Out Court System, Gratama Publishing, Jakarta.

Malcom Waters, 1994, Modern Sociological Theory, SAGE Publications, London -
Thousand-New Delhi.

Mansyur Ridwan, 2010, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan
Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo,1983, Putusan Pengadilan (Seri Pemerataan Keadilan),
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marwan Efffendy (i), 2012, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax
Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi, Jakarta.

, (1), 2014, Teeori Hukum dari perspektif kebijakan,

perbandingan dan harmonisasi hukum pidana, Referensi, Jakarta.

, (111, 2014, Teori Hukum, Referensi, Jakarta.

Mathieu Deflem, 1996, Habermas, Modernity And Law, SAGE Publications,
London-Thousand-Oaks-New Delhi.

M. Hamdan, 2014, Alasan Penghapus Pidana, Refika Aditama, Bandung.
M. Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

, 1985, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,

Pustaka Kartini, Jakarta.

Michael Bagdan, 2010, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Terjemahan Derta
Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung.
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.



Mohammad Hatta, 1979, Pengantar Ke Jalan llimu Dan Pengetahuan, Mutiara,
Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajagrafindo Persada,
Jakarta.

, et al., 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum
Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.

Mudzakkir, 2001, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan
Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana FH. Ul, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi (1), 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro,
Semarang.

, (11), 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

, (1), 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

, (IV), 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum
di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta.

, (V), 2009, Hak Asasai Manusia, Rafika Aditama, Bandung.

, dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori — Teori Dan Kebijakan Pidana
Alumni, Bandung.

, dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni,
Bandung.

Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Kencana,
Jakarta.

M. Syamsudin, 2013, IlImu Hukum Profetik, FH UlI Press, Yogyakarta.



Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, Hukum Pidana Islam Figh
Jinayah, Pustaka Setia, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1999

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

M. Friedman, Lawrence, The Legal System: A Social Science Perspektive, Russel
Sage Fondation, New York, 1975.

, “Legal Rule and The Process of Social Change”, Stanford

Law Review, Jilid XIX, 1967.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 1995

, Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum, The Habibie Center, Jakarta,
2002

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, PT.
Alumni Bandung, 2005.

, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni,

Bandung, 2007

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum
Pidana, STHB, Bandung, 1991.

Moerad B.N., Pontang, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam
Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005.

Parsons, Talcott, The Social System, The Free Press, New York, 1951.

Probowati Rahayu, Yusti, Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam
Perkara Pidana, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005.

Projodikoro, Wiryono Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung,1986
Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi

PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: PT
Alumni, 2007.



Putra Jaya, Nyoman Serikat. Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan
PenerbitUniversitas Diponegoro, Semarang, 2005.

, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana
Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, 2005

. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Badan
Penerbit Undip, Semarang, 2005.

Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar
Baru, Bandung, tanpa Tahun.

, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.

, lImu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Remi Sjahdeini, Sutan, Kredit Sindikasi (Proses Pembentukan dan Aspek Hukum),
Grafiti, Jakarta, 1997

, - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers,
Jakarta, 2006.

Ritzer, George, Sosiologi limu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Alih Bahasa
Alimandan, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Romli Atmasasmita, Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset,
Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB, Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.

Saidi, Zaim. Euforia Emas. Pustaka Adina, Depok, 2011.

Safri Nurmanru, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta, 2005

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007

, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta 2006

, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2008.

Sudarto, Hukum Pidana Jilid IA, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FakultasHukum
UNDIP, Semarang, 1975



, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Susanto, IS, Kejahatan Korporasi, BP UNDIP, Semarang, 1995

, Pengantar Penelitian Hukum, cet. I11, Jakarta: Ul-Press, 1986.

Tarmizi, Erwandi. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor : Berkat Mulia
Insani, 2015.

Tri Hayati, et. al, Administrasi Pembangunan: Suatu Pendekatan Hukum
danPerencanaannya, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.

Warassih, Esmi, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama,
Semarang, 2005.

Z. Tamanaha, Brian, 2006. “A Socio-Legal Approach to the Internal-External
Distinction; Jurisprudential and Legal Ethics Implications,” Fordham L. Rev.
forthcoming 2006.

Artikel llmiah

Asmara, Teddy, ©“ Budaya Ekonomi Hukum Hakim: Kajian Antropologis tentang
rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam
Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kota Maju”. Disertasi
pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 2010.

Atmasasmita, Romli. Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset,
Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB, (Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.

B. Seidman, Robert, ”Law and Development, A.General Model” dalam Law and
Society Review, No. VI, 1972.

Djoko Sarwoko, Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pusdiklat Balitbang
Diklat Kumdil MA - RI, November 2011.

Ermanto Fahamsyah dan | Gde Widhiana S. Implementasi  Teori
Pertanggungjawaban Korporasi Kaitannya dengan Kejahatan Korporasi.
Mimbar Hukum Volume 18, Nomor 2, Juni 2006, Halaman 159-292.
Universitas Jember, Jember, 2006.



Evans, C., Freedman, J., Krever, R. E., & Brooks, K. (2011). The Delicate Balance:
Tax, Discretion and the Rule of Law. IBFD

Erich Kirchler, Erik Hoelzl, Ingrid Wahl (2008). Enforced versus voluntary tax
compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic
Psychology, Volume 29, Issue 2, 2008

Husak, D. (2008). Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law. Oxford
University Press.

Ilyas, W. B. (2011). Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak. Journal Hukum
No 4, 18, 525-542.

Gunadi. (2016). Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Jakarta: Bee Media Indonesia.

Mazza, S. W., Lederman, L., & Johnson, S. R. (2015). “Surcharges and Penalties in
Tax Law.”

Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009 (9th ed.). Jakarta: ANDI.

Dwiana, 1. (2010). Pengaruh Kompleksitas Panjang Formulir SPT Dan Self
Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta).

Kristiana, Yudi, “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum
Progrsif, Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana
Korupsi”, Disertasi di PDIH Undip Semarang, 2007.

Luthan, Salman. “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan,
Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang
Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang”,
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Harkrisnowo, Harkristuti. Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan
terhadap Proses Litigasi dan Pemidanaan di Indonesia, Disampaikan dalam
Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Illmu Hukum
Pidana FHUI di Balai Sidang Ul, Depok, 2003

Meldman, Robert E., Prosedur dan Praktek Perpajakan Federal , ISBN 978-0-8080-
1647-2 , Bab 9 dan 18

Muladi, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (CorporateCriminal
Liability), Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam



Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korporasi, Semarang, 2004

McKerchar, M. (1995). Understanding small business taxpayers: Their sources of
information and level of knowledge of taxation. Australian Tax Forum, 12(1),
25.

Prasetyono, L. R., & Rimawati, Y. (2011). Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan
Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi
pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan
Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Prosiding Simposium
Nasional Perpajakan 4.

Pratt, Kulsrud, dkk , Federal Taxation , Edisi 2006 ISBN 978-0-7593-5175-2 ,
halaman 2-6 hingga 2-15.

Raharjo, Satjipto. “Masalah Kebhineckaan Sosial Budaya Dalam Reformasi Hukum
Nasional Menuju Masyarakat Madanih”, Makalah, disampaikan pada Seminar
Hukum Nasional ke- V1, Diselenggarakan Oleh BPHN-Depkeh RI di Jakarta.

, Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching
Order Finding Disorder), Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru
besartetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15
Desember 2000.

Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1069-1075.

Serikat Putrajaya, Nyoman. Pembaharuan Hukum Pidana (Bahan Kuliah Magister
IImu Hukum UNDIP), Semarang, 2007.

Syamsudin, M. 2010. Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan
Perkara Korupsi di Pengadilan. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 406 —
429.

Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pustaka Utama
Grafiti, 2011,Jakarta, him 194.

Shafiroff, Ira L., Buku Praktik dan Prosedur Layanan Pendapatan Internal , edisi
Kindle (tanpa ISBN), atau sampul keras ISBN 978-0-87224-109-1

Utrecht, E. (1963). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta:
Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.

Willis, Hoffman, dkk , Perpajakan Federal Barat Daya , Edisi 2009 ISBN 978-0-



324-66052-4 , halaman 26-13 hingga 26-19.

Walen, A. (2016). Stanford Encyclopedia of Philosophy — Retributive Justice.
California: Stanford University.

Perundang-undangan

Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of
the Proceeds from Crime, Strasbourg, 8, XI, 1990.

Pasal 1 huruf d Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, UU No. 20/2001 jo No. 31/1999, Pasal 2, TLN Republik
Indonesia No: 3874

Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan
Pasal 13 UU No 22/2001 jo UU No 31/1999

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun2001.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

http://www.pajak.go.id, Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, diakses
pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 19.00 WIB.

m.republika.co.id, Tunggakan Pajak Capai Rp 90 Triliun, Diakses Pada 12 Mei
2018, Pukul 18.00WIB


http://www.pajak.go.idv.srroreg/

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/IRS penalties
&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search

Okezone Ekonomi (2016). Penyidikan Upaya Terakhir Penegakan Hukum Pajak.
Retrieved June 11, 2017, from
http://economy.okezone.com/read/2016/03/09/20/1331707/penyidikan-upaya-
terakhir-penegakan-hukum-pajak

Okezone Ekonomi. (2010, April 3). Paulus Tumewu Dihukum Bayar Pajak 400%.
Retrieved from
http://economy.okezone.com/read/2010/04/30/20/327985/paulus-tumewu-
dihukum-bayar-pajak-400

Tempo.com, Korupsi Pelemah Pertumbuhan Ekonomi, Diakses melalui
indonesiana.ternpo.co/read/120154/2017/12/07/09.6016/korupsi-perlemah-
pertumbuhan-ekonomi, Pada 18 Februari 2019, jam 22.00 WIB

Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak (2016). Refleksi Tingkat Kepatuhan Pajak.
Retrieved June 12, 2017, from http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-
tingkat-kepatuhan-wajib-pajak

www.bps.go.id, Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Pada Tahun 2018, Diakses
pada tanggal 12 Januari 2018 Jam 10.00 WIB



http://economy.okezone.com/read/2016/03/09/20/1331707/penyidikan-upaya-
http://economy.okezone.com/read/2010/04/30/20/327985/paulus-tumewu-
http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-
http://www.bps.go.id/

